
                                                                                                                                                                        

 

                  

 
 

 

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE 

NOMOR  10  TAHUN  2013 

 

TENTANG 

 

  PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE    

NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA  

TEKNIS DAERAH KOTA TERNATE 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA TERNATE, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tekhnis Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dalam 

rangka peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan 

kebutuhan pada masyarakat dalam bidang lingkungan 

hidup, maka perlu dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf  a,  perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate; 
 

Mengingat     :  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Negara Nomor 3824); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



                                                                                                                                                                        

 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tekhnis Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

 



                                                                                                                                                                        

 

11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate 

(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16,  

Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 

Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah 

Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 92); 

12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate 

(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE 
 

dan 
 

WALIKOTA TERNATE 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 16 

TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS 

DAERAH KOTA  TERNATE. 

 

Pasal  I 
 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota 

Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Seri D), diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 
 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari: 

a. Inspektur 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Perencanaan; 

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. 



                                                                                                                                                                        

 

c. Inspektur Pembantu Wilayah I; 

d. Inspektur Pembantu Wilayah II; 

e. Inspektur Pembantu Wilayah III; 

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. 

(2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

 

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga   keseluruhan 

pasal 10  berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

 

(1)  Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, Membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi: 

1. Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan; 

2. Sub Bidang Kapasitas kelembagaan dan informasi Lingkungan.  

d. Bidang Pengawasan, Penataan Hukum dan Sengketa Lingkungan, 

membawahi: 

1. Sub Bidang Pemantauan dan pengawasan Lingkungan. 

2. Sub Bidang Penataan Hukum dan Sengketa Lingkungan; 

e. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan 

membawahi : 

1. Sub Bidang Pengendalian, Pemulihan Pencemaran dan 

Kerusakan SDA, Tanah dan Iklim; 

2. Sub Bidang Pengendalian, Pemulihan Pencemaran dan 

Kerusakan Pesisir. 

f. Unit Pelaksanaan Teknis 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagai mana 

dimaksud  pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

 

 

 



                                                                                                                                                                        

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. 

 

 

Ditetapkan di Ternate 

pada tanggal 24 Desember 2013  
 

     WALIKOTA TERNATE, 

 

 

 

                 BURHAN ABDURAHMAN 

 

 

Diundangkan di Ternate 

pada tanggal 27 Desember 2013 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, 

 
 

 

         M. TAUHID SOLEMAN 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN  2013 NOMOR 113 

 


